
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINSI MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 14 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Memmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasr Perangkat Daerah di lmgkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pom a diatas, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 

R I  Nomor 3895), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

R I  N o m o r  3961) 

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 

2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 
4264), 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 

Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 

Mengmgat 1 
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I  Tahun 2015 Nomor 59), 
4 Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang 

Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I  
Tahun 2016 Nomor 114)  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 
5 Peraturan Menten Pendidikan Dan Kebudayaan Repubhk 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Men ten Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 4 7 

Tahun 2016 Tentang Pedoman Orgarusasi Perangkat 
Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan, 

6 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang 

Dmas dan Unit Pelaksana Tekrns Daerah (Benta Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2017 Nomor 451 ) ,  

7 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Ilalmaehera Selatan Nomor 8} sebagaimana telah drubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Juru 2021 Penhal Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgarusasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabu paten/Kota 
Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS 

PENDIDIKAN KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 
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B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bu pau mi yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 
2 Pemermtah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 
3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 
4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 
5 Dewan Perwakilan Rah.--yat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 
6 Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 
7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

dan Kecamatan 
8 Dmas adalah Dmas Pendidikan 
9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Pendidikan 

10  Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Pendidikan 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Srpil Negara 

dalam rangka memimpm Satuan Orgarusasi Perangkat Daerah 
12 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/ atau keterampilan tertentu 

13  Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang bensi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrrumstrasi 

pemermtahan dan pembangunan 

14 Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dismgkat UPT adalah Unit 
Pelaksana Tekrns Dmas Pendidikan yang melaksanakan kegiatan tekrus 

operasional tertentu yang secara langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat 

BAB II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 2 

Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan merupakan unsur 
pelaksana Urusan Pemermtahan yang menjadi kewenangan Daerah yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretans Daerah 
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Bagian Kedua 
Susunan Orgamsasi 

Pasal 3 
( 1) Susunan Orgamsasi Dmas Pendidikan terdm atas 

a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 
1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdm atas 

1 Seksr Kunkulum dan Pemlaian, 
2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan 
3 Kelompok J abatan Fungsional 

d Bidang Pembmaan Pendidikan Dasar, terdm atas 
1 Seksi Kunkulum dan Pemlaian, 
2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan 
3 Kelompok Jabatan Fungsional 

e Bidang Pembmaan SMP, terdm atas 
1 Seksi Kunkulum dan Pemlaian, 
2 Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, dan 

3 Kelompok Jabatan Fungsional, dan 
f Unit Pelaksana Tekms (UPT) 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Pendidikan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  tercantum pada lampiran Peraturan Bupati 1n1 

Bagian Ketiga 

Tugas dan Fungsi 

Paragaraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a, dipimpm oleh 

seorang Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

melaksanakan urusan pemenntahan bidang pendidikan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Pendidikan menyelenggarakan fungsi 

1 Perumusan kebijakan tekrus bidang pendidikan, 

2 Pengkoordmasian penyelenggaraan Pemenntahan bidang pendidikan, 

3 Pelaksanaan program dan kegiatan bidang pendidikan, 

4 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan daerah 

bidang pendidikan, 

5 Pembmaan adrmmstrasi dan aparatur Pemenntah Daerah bidang 

pendidikan, 
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6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

Pasal6 

Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf b, 

diprmpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

dalam melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 

hukum, mformasi, kehumasan, keorgarusasian dan ketatalaksanaan, 

pernbmaan ketatausahaan, kearsrpan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrmmstrasi di 

hngkungan Dmas pendidikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku 

Pasal 7 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 

Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Dmas Pendidikan, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan adrmmstrasi di hngkungan Dmas 

Pendidikan, 

3 Pengordmasian, pembmaan dan penataan orgamsast dan tata laksana di 

hngkungan Dmas Pendidikan, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Pendtdikan, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Sistem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 
barang/jasa di hngkungan Dmas Pendidikan, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan D111as Pendidikan, 

9 Pelaksanaan morutormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lmgkup 

tugasnya, 

10 Pengendahan pelaksanaan tu gas UPT, dan 

1 1  Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 
tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 

ayat ( 1 )  huruf b angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 
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menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 
kearsrpan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub 
Bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 
2 Penyiapan bahan perumusan kebijakan tekrus terkait adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 
3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 
A 
..,. 

6 

5 

9 

Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 

Penyiapan kesejahteraan pegawai dmas, 
Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 
Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 
Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentasi dan kearsipan dan 
perpustakaan dmas, 
Penyiapan, penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, 
ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan admmistrasi perkantoran, 
12 Pelaksanaan pemehharaan sarana dan prasarana perkantoran, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 
14 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

7 

8 

dan fungsmya 

Paragraf 3 

BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL 

Pasal 10 

Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf c, dipimpm oleh seorang Kepala 
Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, 

Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal menyelenggarakan 
fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan dan koordmasi pelaksanaan kebijakan 

dr bidang kunkulum dan perulaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 
serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia 

dim dan pendidikan nonformal, 

2 Pembmaan pelaksanaan kebijakan di bidang kunkulum dan pernlaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan anak usia dim dan pendidikan 

nonformal, 
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3  Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal pendidikan 
nonforrnal, 

4 Penyusunan bahan penerbrtan izm pendman, penataan, dan penutupan 
satuan pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonforrnal, 

5 Penyusunan bahan pembmaan kunkulum dan pemlaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal, 

6 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kunkulum dan 
pemlaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter pendidikan anak usia dim dan pendidikan 

nonformal, 
7 Pelaporan di bidang kunkulum dan perulaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan 

anak usia dim dan pendidikan nonforrnal, dan 
8 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 12 

Seksi Kunkulum dan Pemlaian sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 
( 1) huruf c angka 1 dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas Membantu kepala 
Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam melaksanakan 
pengelolaan kunkulum dan pemlaian di bidang Pembmaan PAUD dan 
Pendidikan Nonforrnal 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12,  

Seksi Kunkulum dan Perulaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kunkulum dan pemlaian pendidikan anak usia dim dan pendidikan 

nonforrnal, 

2 Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal dan kntena 
pemlaian pendidikan nonforrnal, 

3 Penyusunan bahan pembmaan pelaksanaan kunkulum dan pemlaian 

pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal, 
4 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kunkulum 

dan pemlaian pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonforrnal, 

5 Pelaporan di Bidang Kunkulum dan Pemlaian Pendidikan Anak Usia 

D1n1 dan Pendidikan Nonformal, dan 
6 Pelaksanaan fungsi lam yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 14 

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana di maksud pada 
pasal 3 ayat ( 1 )  huruf c angka 2 dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas Membantu 
kepala Bidang Pembmaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dalam 
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melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan akreditasi serta sarana dan 
prasarana bidang pembmaan PAUD dan pendrdikan nonformal 

Pasal 15 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagarmana dimaksud pada Pasal 14, 
Seksr Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsr 
1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dim dan 
pendidikan nonformal, 

2 Penyusunan bahan pembmaan kelembagaan dan sarana prasarana 
pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonfonnal, 

3 Penyusunan bahan penerbitan izm pendman, penataan, dan penutupan 
satuan pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal, 

4 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 

prasarana pendidikan anak usia dim dan pendidikan nonformal, 
5 Pelaporan di Bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan 

anak usia dim dan pendtdikan nonformal, 
6 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 4 

BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR 

Pasal 16 

Bidang Pembmaan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

ayat ( 1 )  huruf d, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

pendidikan Dasar 

Pasal 17 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, 

Bidang Pembmaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan dan koordmasi pelaksanaan kebijakan 
dr bidang kunkulum dan pemlaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah 
pertama, 

2 Pembmaan pelaksanaan kebijakan di bidang kunkulum dan pemlaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter sekolah menengah pertama, 

3 Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal sekolah 

menengah pertama, 

4 Penyusunan bahan penerbrtan izm pendman, penataan, dan penutupan 
sekolah menengah pertama, 

5 Penyusunan bahan pembmaan kunkulum dan pernlaian, kelembagaan 
dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter 
sekolah menengah pertama, 
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6  Penyusunan bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yang 
penuturnya dalam daerah kabupaten, 

7 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kunkulum dan 
perulaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 

pembangunan karakter sekolah menengah pertama, 
8 Pelaporan di bidang kunkulum dan pemlaian, kelembagaan dan sarana 

prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah 

menengah pertama, dan 
9 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Pasal 18 
Seksi Kunkulum dan Pemlaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1 )  
huruf d angka 1 dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala 
bidang pembmaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan pengelolaan 
kunkulum dan pemlaian di bidang pendidtkan dasar 

Pasal 19 

Dalam menyelenggarakan tugas eebagaimana dimaksud pada Pasal 18, 

Seksi Kunkulum dan Perulaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kunkulum dan pemlaian sekolah dasar, 

2 Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal dan kntena 
pemlaian sekolah dasar, 

3 Penyusunan bahan pernbmaan pelaksanaan kunkulum dan pemlaian 

sekolah dasar, 

4 Penyusunan bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yang 

penutumya dalam daerah kabupaten, 

5 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kunkulum 
dan pemlaian sekolah dasar, 

6 Pelaporan di Bidang Kunkulum dan Pemlaian Sekolah Dasar, dan 

7 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Pasal 20 

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada 
pasal 3 ayat (1 )  huruf d angka 2 dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan kelembagaan dan akredrtasi serta sarana dan 
prasarana bidang Pendidikan Dasar 

Pasal 2 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, 
Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsr 

1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar, 
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2 Penyusunan bahan pembmaan kelembagaan, sarana, dan prasarana 

sexolah dasar; 
3 Penyusunan bahan penerbitan izm pendman, penataan, dan penutupan 

sekolah dasar, 
4 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan 

prasarana sekolah dasar, 
5 Pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar, 

dan 
6 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 

Paragraf 5 

BIDANG PEMBINAAN SMP 

Pasal 22 
Bidang Pembmaan SMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf 
e, dipimpm oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada 
Kepala Dmas dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan 
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembmaan SMP 

Pasal 23 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, 

Bidang Pembmaan SMP menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan dan koordmasi pelaksanaan kebijakan 

di bidang kunkulum dan perulaian, kelembagaan dan sarana prasarana, 

serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP, 

2 Pembmaan pelaksanaan kebijakan di bidang kunkulum dan pernlaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter SMP, 

3 Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal SMP, 

4 Penyusunan bahan penerbrtan izm pendman, penataan, dan penutupan 
SMP, 

5 Penyusunan bahan pembmaan pelaksanaan kunkulum dan penilaian, 

kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter SMP, 

6 Penyusunan bahan pembmaan bahasa dan sastra daerah yang 
penutumya dalam daerah kabupaten, 

7 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kunkulum dan 
pemlaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan 
pembangunan karakter SMP, 

8 Pelaporan di bidang kunkulum dan pernlaian, kelembagaan dan sarana 
prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter SMP, dan 

9 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Pasal 24 

Sekst Kurikulum dan Pemlaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat ( 1 )  

huruf e angka 1 ,  dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung 
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jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu kepala 
bidang pembmaan SMP dalam melaksanakan pengelolaan kunkulum dan 
pemlaian di bidang Pembmaan SMP 

Pasal 25 
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, 
Seksi Kunkulum dan Perulaian menyelenggarakan fungsi 
1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kunkulum dan pemlaian sekolah menengah pertama, 
2 Penyusunan bahan penetapan kunkulum muatan lokal dan kntena 

pemlaian sekolah menengah pertama, 
3 Penyusunan bahan pembmaan pelaksanaan kunkulum dan pemlaian 

sekolah menengah pertama, 
4 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kunkulum dan pemlaian sekolah menengah pertama, 

5 Pelaporan di Bidang kunkulum dan pemlaian sekolah menengah 
pertama,dan 

6 Pelaksanaan fungst lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsmya 

Pasal 26 

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada 
Pasal 3 ayat ( 1) huruf e angka 2 dipimpm oleh seorang Kepala Seksi yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas membantu 
kepala bidang Bidang Pembmaan SMP dalam melaksanakan pengelolaan 
kelembagaan dan akreditasi serta sarana dan prasarana bidang pembmaan 

SMP 

Pasal 27 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, 

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan bahan perumusan, koordmasi pelaksanaan kebijakan 

kelembagaan dan sarana prasarana sekolah menengah pertama, 

2 Penyusunan bahan pembmaan kelembagaan dan sarana prasarana 
sekolah menengah pertama, 

3 Penyusunan bahan penerbitan izm pendman, penataan, dan penutupan 
satuan sekolah menengah pertama, 

4 Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana 
prasarana sekolah menengah pertama, 

5 Pelaporan di Bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah 

Menengah Pertama, dan 
6 Pelaksanaan fungsi lam yang dibenkan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsmya 
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BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 28 
( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekrus (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekrus 
penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berbentuk satuan pendidikan 
formal dan satuan pendidikan nonformal 

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dipimpm oleh kepala UPT 
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas 

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrus diatur dengan 

Peraturan Bupati tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 
Eselomsasi 

Pasal 29 
(1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

Ilb, 
(2) Sekretans merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon Illa, 
(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Admmistrator atau Eselon IIIb, 
(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau 

Eselon IVa 

Bagian Kedua 
Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Dmas, Sekretans, 

Seksi diangkat dan 
Kepegawaran /Bupatr 

Pasal 30 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala 

diberhentikan oleh Pejabat Pembina 

BABV 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA 

Bagian Kesatu 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 3 1  
(  1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

administrator atau pejabat pengawas yang mermhkr keterkartan dengan 
pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, 
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(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana dimaksud 
daiam ayat (2) Kelompok .Jabatan Fungstonal juga mempunyai rugas 
membenkan pelayanan fungsional terkart mekamsme koordmasi dan 
pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 
pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 
keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagarmana dimaksud pada ayat (2) 
Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdrvidu dan/ atau 
dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kmerja 
orgamsast 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdrvidu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 
berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 
Kepala Dmas 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a Ketua Tim, dan 
b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua um untuk pelaksanaan 
tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangi 
(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 

berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgamsasi 

tersebut atau diluar unit orgarusasi, untuk mengoptimalkan 
pencapaian tujuan orgamsasi, 

(10 )  Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 
melaksanakan mekamsme koordmasi dan pengelolaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25°/o 
dan Angka Kredit Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12 )  Togas, jems dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

Bagian Kedua 
Jabatan Pelaksana 

Pasal 32 

(1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 
dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 
pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 
a Unit KeIJa yang masth memihki Jabatan Administrator, jabatan 

pelaksana-nya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
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BAB VII 

KETEN'i"UAN PERALIHAN 

Pasal 37 

Dengan berlakunya peraturan Bupati 1n1, pejabat yang menduduki 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

jabatan baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati 

1n1 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 38 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Togas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Orgamsasi 

Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Perubahan ketiga atas Peraturan Kepala Daerah Nomor 21  Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgarusasi Perangkat 

Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasr Perangkat Daerah 

Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 
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Pasal 39 

Peraturan Bupau uu rnulai berlaku pada tanggal drtetapkan 

Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 

mi dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 

Pada tanggal 1 6  pe0rU2.r1 2023 

BUPATI HALMAHERA S LATAN 

Diundangkan di Labuha 

pada tanggal 1 6 pe rua r-i 2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 

NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

TTD 

RUSDI HASAN}SH.MH 

Nip 19830702 200812 1 002 
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LAMPI RAN 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 14  TAHUN 2023 

TANGGAL 1 6  7eb ua r-i 2023 

STRUKTUR ORGANISASI 

DINAS PENDIDIKAN 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

I 
DINAS 

PENDIDIKAN 

I 
KELOMPOK 

JABATAN SEKRETARIAT 

FUNGSIONAL 

I I 

SUB KELOMPOK 

BAGIAN UMUM DAN JABATAN 

KEPEGAWAIAN FUNGSIONAL 

i I I 

Bl DANG 
BIDANG PEMBINAAN 

PEMBINAAN BIDANG PEMBINAAN 
PAUD DAN PENDIDIKAN 

PENDIDIKAN SMP 
NON FORMAL 

DASAR 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 

KURIKULUM KURIKULUM KURIKULUM 

- DAN - DAN DAN - 

PENILAIAN PENILAIAN PENILAIAN 

SEKSI KELEMBAGAAN DAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN SEKSI KELEMBAGAAN DAN 

- SARANA PRASARANA - SARANA PRASARANA SARANA PRASARANA - 

KELOMPOK KELOMPOK KELOMPOK 

- JABATAN � JABATAN JABATAN 
- 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I SATUAN PENDIDIKAN I 

BUPf�LMAHE 

I:� 
U- MANSIDIK 
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